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KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL KEDIS
NOMOR : 28/KEP.KDS/2021 

TENTANG

 POS KOMANDO TINGKAT DESA 

DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT MIKRO
DESA KEDIS
PERBEKEL KEDIS,
	Menimbang
	:
	bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kedis tentang Pembentukan Pos Komando Tingkat Desa Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kedis Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Kedis Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kedis Tahun 2020 Nomor 11); 


	Memperhatikan
	:
	Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/kelurahan dan Desa Adat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng.


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Pos Komando Tingkat Desa Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Desa Kedis dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

	KEDUA
	:
	Posko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  mempunyai tugas sebagai tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

	KETIGA
	:
	Posko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kantor Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.

	KELIMA
	:
	Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


	
	Ditetapkan di Kedis 
pada tanggal 11 Pebruari 2021                  
PERBEKEL KEDIS
NENGAH SUPARNA


Tembusan :
1. Bapak Bupati Buleleng;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Camat Busungbiu;
5. Kapolsek Busungbiu;
6. Danramil Busungbiu;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I   :  KEPUTUSAN  PERBEKEL KEDIS
	NOMOR
	:
	28/KEP.KDS./2021

	TANGGAL
	:
	11 PEBRUARI 2021

	TENTANG
	:
	POS KOMANDO TINGKAT DESA DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT MIKRO DESA KEDIS


STRUKTUR TIM

POSKO TINGKAT DESA DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT MIKRO DESA KEDIS

	
	KETUA :
	

	
	Nengah Suparna
	

	
	WAKIL KETUA :
	

	
	I Gede Budiyasa
	



	
	
	BHABINKAMTIBMAS

	
	
	BABINSA

	
	
	PUSKESMAS BUSUNGBIU


	TIM PENCEGAHAN
	TIM PENANGANAN
	TIM PEMBINAAN
	TIM PENDUKUNG

	KOORDINATOR :

Jro Mk. Made Putra
ANGGOTA :

1. Made Yudana

2. Ni Nyoman Aridani
3. I Wayan Sudirja 
4. I Nyoma Alit Winangun

5. Jro Gede I Ketut Susila

6. Kadek Rudi Supartawan
7. I Nengah Bajra Udaka
	KOORDINATOR :
I Gede Sandiyasa

ANGGOTA :

1. I Ketut yudiasa
2. Kadek Rika Sawitri

3. Ketut Rini Hardianti

4. Made Ayu Karlina Wati
5. Ketut Kamsiati

6. Komang Wiryadana
7. I Gede Kawita
	KOORDINATOR :

I Putu Suweca
ANGGOTA :

1. I Putu Suryawan
2. Ketut Suantara

3. Komang Wahyu Karisma
4. Ni Made Ngarti
5. Ni Luh Gede Astini 
6. Nengah Perata
7. Nengah Suarta
8. I Ketut Nila
	KOORDINATOR :

I Wayan Purna Wijaya
ANGGOTA :

1. Kadek Dita Yudistira

2. Ketut Dewi Utami M I

3. I Komang Dana Yudi

4. Ni Made Astari

5. Ketut Anugrah Subakti

6. I Gede Perusotama D

7. I Nengah Sutiska

8. Putu Wita Dharma

9. I Kadek Karsana

10. I Kadek Rudi S


	
	PERBEKEL KEDIS,

NENGAH SUPARNA


Keterangan :

	
	:
	Garis Koordinasi

	
	:
	Garis Komando


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN  PERBEKEL KEDIS
	NOMOR
	:
	28/KEP.KDS./2021

	TANGGAL
	:
	11 PEBRUARI 2021

	TENTANG
	:
	POS KOMANDO TINGKAT DESA DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT MIKRO DESA KEDIS


TUGAS TIM DALAM POSKO

A. TIM PENCEGAHAN

1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa (format pendataan seuai dengan ketentuan yang berlaku);

2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yaitu: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;

3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala; dan

4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap fasilitas umum dan Psko Desa.

B. TIM PENANGANAN

1. Berkoordinasi dengan Puskesmas, terkait dengan kondisi warga yang dipantau;

2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;

3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;

4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; dan

5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.

C. TIM PEMBINAAN

1. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;

2. Pembinaan dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta dengan mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;

3. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan Desa; dan

4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

D. TIM PENDUKUNG

1. Memfasilitasi operasional dan administrasi Posko Desa COVID-19;

2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;

3. Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;

4. Melakukan sosialisasi kesehatan dan penanganan COVID-19, serta pencegahannya kepada masyarakat; dan

5. Melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada Perbekel.

	
	PERBEKEL KEDIS,

NENGAH SUPARNA



